BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 2] TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah,
yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten dalam rangka
memantapkan Otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat;

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan nomenklatur
Perangkat daerah perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11
tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak litas Tanah

dan Bangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan ‘
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menetapkan

dan
BUPATI MUSI BANYUASIN
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 66) diubah sebagai
berikut :



1;

Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan

angka 6 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan

Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

10.

disingkat DPRD, adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang
selanjutnya di singkat BPPRD adalah unsur pelaksana
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh
orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun
1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.



18.

19.

20.

21.

22.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu  dalam  peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak
daerah, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak
serta pengawasan penyetorannya.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak

tersebut.



23. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

25.Juru Sita Pajak adalah Pegawai yang ditunjuk untuk
melakukan penyitaan dan menguasai barang atau
harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk
melunasi hutang pajak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

26. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
yang wilayah kerjanya meliputi Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

27.Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

28. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan
besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data
yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

2. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.



(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dalam hal :

a.
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jual beli adalah harga transaksi;

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

waris adalah nilai pasar;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya adalah nilai pasar;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
adalah nilai pasar;

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim
yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah
nilai pasar;

pemberian hak karena pelaksanaan putusan hakim
vang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah
nilai pasar;

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan
hak adalah nilai pasar;

penggabungan usaha adalah nilai pasar;

peleburan usaha adalah nilai pasar;

. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

hadiah adalah nilai pasar; dan
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga
transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada
NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi

dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan,

dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi

dan Bangunan.



(3.a) Nilai perolehan objek Pajak untuk objek pajak bumi

dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB
P2) adalah NJOP pada SPPT PBB P2 tahun perolehan.
Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah
wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri,
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4)

sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(4)

Pasal 14

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
vang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak
yang terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang terutang dipungut oleh BPPRD.



4. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 36

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan pidana denda paling banyak 2 (dua)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

5. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 43

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor
yang membidangi pelayanan lelang negara, yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa denda
sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) untuk setiap pelanggaran.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor
yang membidangi pelayanan lelang negara, yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 dikenakan sanksi administratif berupa denda
sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

rupiah) untuk setiap laporan.



(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
ada tanggal 31 Desemeez d/ 2018

«
’

BUPATI MUSI BANYUASIN

ZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2| Decempez. 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

i

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 2|

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (23-181/2018)

10



	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

